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Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi pada sektor jasa keuangan melahirkan financial technology (fintech).
Kemudian perkembangan tersebut direspon oleh keuangan syariah dengan munculnya fintech syariah. Penelitian ini
bertujuan untuk menelaah implementasi pelaksanaan fintech syariah berdasarkan beberapa regulasi dan fatwa yang
dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan MUI sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah
penelitian Kkualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Bank
Indonesia No. 19/12/PBI/2017 dan Peraturan OJK (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 masih terdapat ketidakjelasan
pemisahan antara regulasi untuk fintech konvensional dan fintech syariah. Kemudian pada tahun 2018 barulah muncul
Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IN/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur secara lebih spesifik dan komperhensif mengenai fintech syariah. Otoritas
yang berwenang dalam mengatur keberlangsung industri fintech syariah harus membuat regulasi secara komprehensif
agar memperkecil risiko persaingan usaha yang tidak sehat dan meningkatkan minat para konsumen untuk
menggunakan fintech syariah.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Peraturan, Fatwa

PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi saat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu beradaptasi dengan inovasi teknologi yang
terjadi karena dengan menggunakan teknologi maka berbagai hal ini akan menjadi semakin efektif dan efisien. Melihat
pesatnya perkembangan teknologi dan bertambahnya pengguna dari berbagai lapisan masyarakat, mengakibatkan selalu
munculnya berbagai inovasi-inovasi baru tak terkecuali dalam teknologi finansial (Fintech). Model bisnis fintech saat
ini menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal serta layanan asuransi (Lee and Shin 2018).
Karena hal tersebut, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan keuangan tanpa terikat oleh batasan
ruang dan waktu. Penggunaan teknologi modern dalam layanan keuangan telah memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan (Rahma 2018).

Teknologi fintech adalah sebuah inovasi yang muncul di era industri 4.0. Kemunculan fintech ini juga didukung
dengan ketersediaan internet dan alat komunikasi seluler yang cukup memadai. Menurut (Yang et al. 2017) terdapat tiga
macam fintech, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems)
2. Peer-to-Peer (P2P) Lending 3. Crowdfunding. Fintech telah bersaing dengan layanan keuangan tradisional, dengan
menggunakan cara menawarkan layanan yang berpusat pada pelanggan dan menggunakan teknologi internet untuk
mempermudah akses (Gomber, Koch, and Siering 2017). Teknologi fintech sendiri dapat membantu penggunanya untuk
melakukan berbagai transaksi, pembayaran, peminjaman, hingga pemeriksaan saldo. Terlebih saat pandemi COVID-19
yang membuat beberapa toko harus menutup gerainya dan akses antar daerah dibatasi, fintech dapat menjadi solusi
untuk membantu layanan transaksi keuangan.

Fintech di masa yang akan datang mungkin akan menggantikan layanan perbankan. Dalam konteks potensi
substitusi,fintech memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai perantara bagiinvestor dalam menghadapi tantangan
struktural dalammemilih produk keuangan. Inovasi fintech dalam produk keuangan dapat menyajikan pilihan baru yang
menarik dan inovatif bagi para investor (Chiu 2016). Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh fintech akan menjadi
daya tarik sendiri bagi para calon konsumen.

Secara legalitas fintech juga telah didukung dengan beberapa landasan hukum yang jelas. Karena tanpa aturan yang
jelas maka calon konsumen akan memikirkan kembali saat ingin berinvestasi atau menggunakan jasa fintech.
Stakeholder yang berwenang mengontrol fintech yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan Peraturan
OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Ernama
Santi, Budiharto, and Saptono 2017). Selain itu OJK juga mengeluarkan SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang
pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi yang menjelaskan tentang tata kelola dan penanganan keamanan fintech. Bahkan meskipun telah terbentuk
undang-undang dan keputusan pemerintah serta beberapa institusi seperti OJK jumlah fintech ilegal masih saja terus
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bertambah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan pendidikan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan
untuk mengurangi risiko (Arner, Barberis, and Janos 2015).

Perkembangan fintech ini tidak hanya merambah keuangan konvensional tapi juga pada keuangan yang berbasis
pada syariah. Karena Islam memahami dan mendukung perkembangan sistem teknologi dan informasi selalu dinamis,
dengan cara selalu melakukan berbagai inovasi tapi tetap dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah yang harus
selalu diperhatikan. Fintech Syariah adalah hasil gabungan antara inovasi teknologi informasi dan layanan keuangan
yang mempercepat serta menyederhanakan proses bisnis, termasuk transaksi, investasi dan penyaluran dana dengan
memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Yarli 2018).

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa terkait bagaimana teknis pelaksanaan fintech syariah yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa
pemanfaatan uang elektronik harus mematuhi prinsip-prinsip syariah karena ada sebagian pihak yang berpendapat
bahwa penggunaan uang elektronik itu haram karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah (Zain 2018).
Perhatian pemerintah dalam bentuk fatwa ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan
fintech yang terjadi. Kehadiran regulasi fintech syariah juga dapat meluruskan kembali tujuan fintech syariah yaitu
mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksi dengan prinsip syariah.

Kesesuian fintech dengan prinsip syariah didukung oleh penelitian (Novitarani and Setyowati 2018) yang
menunjukkan bahwa konsep crowdfunding syariah yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan
transaksi ekonomi riil dan tidak menggunakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Pihak yang terlibat dalam transaksi
tersebut adalah dewan pengawas syariah, investor, penyelenggara, dan inisiator proyek. Pelaksanaan crowdfunding
syariah dapat dieksplorasi melalui isu hukum yang terkait dan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang muncul
dalam praktik crowdfunding syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ernama Santi et al. 2017) menjelaskan bahwa
terdapat tiga integrasi hukum yang muncul dalam pelaksanaan fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016.
Mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi
2 (dua) tahap vyaitu, tahap pra operasional usaha dan tahap operasional usaha. Industri jasa keuangan khususnya yang
bergerak dalam sektor transformasi digital perlu melakukan penyesuaian regulasi dan kebijakan karena pesathya
perkembangan inovasi teknologi (Suryono, Budi, and Purwandari 2020).

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN MUI, dan regulasi fintech
syariah untuk memayungi kepentingan investor, mitra usaha, pelaku usaha, pesaing usaha, masyarakat pengguna fintech
syariah dalam mencegah dan menindak pelaku persaingan usaha yang tidak sehat. Regulasi yang akan dibahas pada
penelitian ini adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggara Teknologi Finansial, dan beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan fintech syariah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif
adalah penelitian yang mengacu pada penelitian hukum yang menggunakan analisis literatur atau data sekunder sebagai
sumber informasi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai implementasi regulasi ekonomi
syariah (Moh Mardi 2021; Rafi’ani 2023; Suganda 2022). Regulasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah
peraturan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), dan beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan fintech syariah. Penelitian ini menggunakan buku-buku,
peraturan-peratuan, fatwa-fatwa, dan jurnal ilmiah sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini melibatkan evaluasi
terhadap kesesuaian regulasi fintech dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar
(ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Selain itu, pendekatan ini juga menilai efektivitas dan implementasi regulasi
tersebut dalam praktik, termasuk bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh pelaku industri dan diawasi oleh otoritas
terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan substansi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi
penerapannya dalam konteks operasional fintech syariah di Indonesia, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah
telah dipatuhi dan konsumen dilindungi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal sebagai fintech peer-to-peer (P2P) lending telah memberikan kerangka
hukum bagi perkembangan fintech di Indonesia. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi beberapa
permasalahan, terutama terkait dengan fintech syariah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan dalam
penerapan prinsip-prinsip syariah pada operasional fintech P2P lending. POJK 77/2016 tidak secara khusus mengatur
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aspek-aspek syariah, sehingga fintech syariah harus mencari panduan tambahan dari fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI, yang tidak selalu selaras dengan regulasi OJK(Alfaris et al. 2019).

Selain itu, pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam fintech P2P lending seringkali menjadi
tantangan. Tidak semua perusahaan fintech memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk
memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, dalam penelitian yang
dilakukan oleh (Fadzlurrahman, Mulyati, and Lita 2020) menunjukkan bahwa DPS memiliki peranan penting dalam
mengawal penerapan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran syariah dalam
operasional sehari-hari, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap fintech syariah.

Masalah lain yang muncul adalah terkait dengan literasi dan edukasi baik di kalangan penyedia layanan maupun
konsumen. Banyak pengguna layanan fintech belum sepenuhnya memahami konsep dan perbedaan antara fintech
konvensional dan syariah. Ini memperburuk situasi di mana fintech syariah harus bersaing dengan fintech konvensional
yang lebih dikenal dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Perlu adanya laman informasi yang menyajikan
referensi-referensi mengenai fintech syariah (Rahmaddina, Toni, and Candra 2023), agar masyarakat lebih mudah
mengakses informasi tentang fintech syariah. Selain itu, pemerintah atau asosiasi fintech syariah perlu lebih banyak
melakukan sosialisasi mengenai produk, akad, dan regulasi fintech syariah (Yulianto and Iryani 2021).

Regulasi tersebut juga belum secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik unik dari fintech syariah.
Misalnya, dalam hal penanganan risiko dan penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Tanpa kerangka kerja yang jelas dan khusus, fintech syariah menghadapi kesulitan dalam menavigasi berbagai
peraturan yang ada, yang seringkali dirancang dengan fokus pada model bisnis konvensional. Fintech syariah masih
perlu untuk membuat perangka hukum sendiri (Ishak, Ilham, and Sabani 2022). Hukum ini dibuat dan dijalankan secara
komprehensif, sehingga fintech syariah bukan hanya sekedar label tapi memang beroperasi sesuai dengan ketentuan
syariah. Selain itu, kepastian hukum juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk fintech syariah.

Selain itu, peraturan yang ada juga tidak mengatur secara tegas penyelesaian sengketa dan sanksi sebagai upaya
untuk menghalangi dan menekan pihak yang menerapkan hukum syariah. Poin penalti dalam peraturan POJK hanya
berkaitan dengan peringatan tertulis, denda, pengakhiran persetujuan, dan batalkan langganan Anda. Tidak ada sanksi
atas kesalahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan ini. Padahal, proses hukum ini sangat penting sehingga tidak ada
permasalahan hukum yang bisa diselesaikan hanya dengan pergi ke pengadilan. Untuk itu, peran proses kliring dalam
transaksi keuangan yang wajib diatur oleh OJK sangatlah penting (Nurhasanah and Rahmatullah 2020).

Terakhir, tantangan juga muncul dari aspek teknis dan infrastruktur. Fintech syariah perlu memastikan bahwa
teknologi yang digunakan efisien dan aman (Akbar, Sakum, and Hidayat 2011), karena tingkat keamanan dari fintech
itu sendiri masih dikatakan rawan (Abadi, Lailiyah, and Kartikasari 2020). Selain itu juga, fintech syariah perlu
memenuhi persyaratan syariah, seperti dalam hal transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hal ini membutuhkan
investasi yang signifikan dalam pengembangan sistem yang sesuai, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah
lainnya untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan.

Implementasi regulasi fintech syariah berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa layanan
fintech yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Setiap
penyedia fintech yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. Proses ini
mencakup verifikasi terhadap kelayakan penyelenggara, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Penyelenggara fintech syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-
prinsip syariah. Ini termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Misalnya, sistem
bagi hasil (profit-sharing) digunakan sebagai pengganti sistem bunga. OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah
Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa fintech syariah beroperasi sesuai
dengan ketentuan syariah. DPS bertugas melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap operasional fintech.

Penyelenggara fintech syariah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen
mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan layanan
fintech syariah juga menjadi prioritas. Regulasi ini juga menekankan perlindungan konsumen dengan memastikan
bahwa hak-hak konsumen dilindungi, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas dan adil.
Penggunaan teknologi dalam layanan fintech syariah harus memastikan keamanan dan kerahasiaan data konsumen.
Selain itu, teknologi yang digunakan harus memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu
juga adanya pembentukan komite khusus yang mendesain serta meregulasi fintech syariah di Indonesia (Alfaris et al.
2019).

Implementasi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat, terpercaya, dan sesuai
dengan hukum Islam, sehingga dapat berkontribusi pada inklusi keuangan di Indonesia. OJK terus memantau dan
mengawasi perkembangan fintech syariah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang
telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
serta keberlangsungan industri fintech syariah di Indonesia. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial berbasis syariah serta untuk menjaga stabilitas pasar secara
keseluruhan.
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Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
Permasalahan regulasi fintech syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Teknologi Finansial mencakup beberapa aspek yang menjadi tantangan dalam implementasi dan
operasionalisasinya. Pertama, adanya ketidakjelasan definisi dan kriteria spesifik mengenai fintech syariah dalam
regulasi tersebut. PBI 19/2017 lebih fokus pada pengaturan umum fintech tanpa memberikan panduan terperinci
mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech syariah. Hal ini mengakibatkan
kebingungan di kalangan pelaku industri tentang bagaimana memenuhi ketentuan syariah sambil tetap mematuhi
regulasi fintech umum, maka perlu adanya upaya menyadarkan masyarakat agar melek serta mengerti mudahnya
mengakses fintech syariah (Rahmaddina et al. 2023).

Keterbatasan sumber daya dan kompetensi di bidang syariah dan teknologi finansial menjadi kendala. Banyak
penyelenggara fintech syariah masih mengalami kesulitan dalam menggabungkan dua bidang tersebut secara efektif.
Mereka memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum syariah sekaligus kemampuan teknologi yang mumpuni,
yang tidak selalu mudah ditemukan dalam satu organisasi. Ini menyebabkan proses adaptasi regulasi menjadi lebih
lambat dan kurang efisien. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tripalupi 2021)
yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia keuangan syariah di Indonesia belum memadai. Bahkan, 90%
sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih diisi oleh ahli dari bidang ekonomi konvensional.

Masalah pengawasan dan pengendalian menjadi tantangan besar, karena selama ini pengawasan pada fintech belum
berjalan optimal (Fachrurrazy and Siliwadi 2020). Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas menghadapi kesulitan
dalam memastikan semua penyelenggara fintech syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah sesuai regulasi.
Mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas transaksi fintech
syariah, terutama terkait dengan pemantauan real-time dan evaluasi kesesuaian syariah secara terus-menerus. Hal ini
mengakibatkan masih tingginya jumlah korban P2P ilegal (Desi Safitri and Mujib 2024).

Keterbatasan dalam infrastruktur hukum dan peraturan pendukung juga mempengaruhi pengembangan fintech
syariah (Fachrurrazy and Siliwadi 2020). Walaupun PBI 19/2017 memberikan kerangka dasar, masih diperlukan
peraturan pelaksana yang lebih rinci yang mengakomodasi karakteristik unik fintech syariah. Kurangnya regulasi
khusus menyebabkan pelaku usaha harus beradaptasi dengan aturan yang lebih umum, yang tidak selalu sesuai dengan
kebutuhan spesifik fintech syariah. Dalam konteks ini, pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan lebih mendalam
perlu dipertimbangkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri fintech syariah. Hal ini akan
memungkinkan para pelaku usaha untuk beroperasi dalam lingkungan yang lebih jelas dan kondusif, sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan konsumen dalam konteks fintech syariah masih perlu diperhatikan lebih serius. Regulasi yang ada saat
ini belum sepenuhnya mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi oleh konsumen, terutama terkait dengan transparansi
produk, keamanan data, dan keadilan transaksi. Ketiadaan pedoman khusus mengenai perlindungan konsumen syariah
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah.
Segala problematika yang ada membuat pelindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan Kketika
menggunakan jasa P2P lending sulit untuk terwujud (Violina and Supriyatni 2021).

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Bank Indonesia, lembaga keuangan
syariah, penyelenggara fintech, dan komunitas ulama syariah harus bekerja sama lebih erat untuk memastikan regulasi
yang ada benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Sinergi yang kuat antara pihak-pihak tersebut
diperlukan untuk membangun ekosistem fintech syariah yang kuat serta berkelanjutan, yang mampu memberikan
manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat luas.

Implementasi regulasi fintech syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggara Teknologi Finansial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan keuangan berbasis
teknologi memenuhi prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini menetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus
dipatuhi oleh penyelenggara fintech untuk menjaga integritas dan kehalalan produk serta layanan yang ditawarkan.

Penyelenggara fintech syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan tidak
mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan haram. Hal ini berarti produk dan layanan harus
dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Selain itu, fintech syariah harus memiliki
dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan persetujuan atas produk dan layanan yang
disediakan, memastikan semuanya sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, penyelenggara fintech syariah diwajibkan untuk
melaporkan aktivitasnya kepada Bank Indonesia secara berkala. Laporan ini mencakup berbagai aspek operasional
termasuk kepatuhan syariah, risiko yang dihadapi, serta tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut.
Bank Indonesia juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku.

Regulasi ini juga mendorong inovasi dalam industri fintech syariah dengan memberikan panduan dan dukungan bagi
pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan industri fintech syariah
di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan
nilai-nilai Islam, serta meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan dukungan dan regulasi yang tepat,
fintech syariah memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia.
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Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah menjadi landasan regulasi penting bagi industri fintech
syariah di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasi dan pemahaman yang mendalam
terhadap fatwa ini. Implementasi fatwa ini masih menimbulkan sejumlah permasalahan di industri fintech syariah.
Pemahaman yang kurang mendalam terhadap fatwa tersebut juga menjadi salah satu hambatan. Hal ini menunjukkan
perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi fatwa dalam praktik industri fintech
syariah.

Fatwa ini memang memberikan arahan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai
dengan prinsip syariah, namun implementasinya masih memerlukan Kklarifikasi yang lebih rinci misalnya hak konsumen
dan perlu mengutamakan rasa solidaritas (Salsabila et al. 2023). Beberapa aspek seperti perhitungan margin
keuntungan, pengelolaan risiko, dan transparansi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan
kepatuhan sepenuhnya. Dalam konteks ini, upaya terus menerus diperlukan untuk memperjelas dan meningkatkan
implementasi fatwa tersebut.

Permasalahan terkait pengawasan dan penegakan regulasi juga menjadi fokus utama dalam konteks fintech syariah.
Dibutuhkan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa entitas fintech syariah mematuhi ketentuan fatwa ini
serta tidak menimbulkan risiko sistemik atau kerugian bagi konsumen. Langkah-langkah pengawasan yang efektif perlu
diterapkan untuk memantau kepatuhan dan Kkinerja entitas fintech syariah secara terus-menerus. Penegakan regulasi
yang Ketat juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan industri fintech syariah. Keselarasan antara peraturan
dan praktik industry harus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan fintech syariah.

Harmonisasi dengan regulasi lainnya juga menjadi tantangan (Hiyanti et al. 2020). Penting untuk memastikan bahwa
fatwa ini harus selaras dengan regulasi keuangan dan teknologi yang ada, tanpa menimbulkan konflik atau kebingungan
di antara entitas yang diatur. Diperlukan koordinasi yang baik antara regulator dan entitas industri untuk mencapai
keselarasan ini. Keterbukaan dalam komukasi dan kerja sama antar pihak akan membantu menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah. Sinergi antara fatwa dan regulasi lainnya akan memperkuat fondasi
bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

Pendidikan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sangat penting (Yulianto and Iryani 2021). Penting untuk
memberikan pemahaman kepada konsumen tentang produk dan layanan yang mereka gunakan dalam konteks syariah.
Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pelaku industri untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiabn
mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendidikan yang memadai, konsumen dapat
membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih produk fintech syariah. Selain itu, kesadaran akan prinsip
syariah di kalangan pelaku industri akan memperkuat kepatuhan dan integritas dalam menyediakan layanan finansial
yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pengembangan infrastruktur dan teknologi juga menjadi faktor penting. Fintech syariah membutuhkan sistem
teknologi yang mampu memberikan layanan secara efisien dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keamanan
data dan privasi merupakan masalah krusial (Hiyanti et al. 2020). Fintech syariah harus memastikan bahwa platform
mereka aman dari ancaman siber untuk menjaga kepercayaan pengguna. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan
pengguna terhadap layanan fintech syariah dan melancarkan operasi mereka di pasar.

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama. Regulasi harus memastikan bahwa konsumen dilindungi secara
memadai dari praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan, sekaligus memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka
diakui dan dilindungi sepenuhnya dalam konteks layanan fintech syariah. Hal ini mencakup transparansi dalam
informasi produk dan layanan, serta penyelesaian permasalahan yang adil dan efisien. Dengan demikian, konsumen
akan merasa lebih percaya daan terlindungi saat menggunakan layanan fintech syariah.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa ini memberikan arahan yang berharga bagi pengembangan fintech syariah di
Indonesia, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan
industri ini di masa depan. Kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk
diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Kesepakatan bersama dalam menangani masalah-masalah yang
muncul akan memperkuat fondasi industri fintech syariah. Sinergi antara berbagai pihak juga akan mempercepat proses
penyelesaian permasalahan dan mengarahkan industri menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018
yang mengatur tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini
menetapkan bahwa layanan fintech syariah harus memenubhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba,
gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Fintech syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah
seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), akad ijarah (sewa), dan akad musyarakah (kemitraan).
Selain itu, perusahaan fintech harus memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan
investasi dilakukan pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, dan lainnya.
Fatwa ini juga mengharuskan adanya transparansi dalam setiap transaksi dan pengawasan yang ketat oleh otoritas yang
berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi regulasi ini penting untuk
memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim bahwa layanan fintech yang mereka gunakan tidak hanya modern
dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.
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KESIMPULAN

Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia melibatkan tiga peraturan utama: Fatwa DSN MUI Nomor
117/DSN-MUI/11/2018, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor: 77/POJK.01/2016. Fatwa DSN MUI menjelaskan pedoman tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perlu klarifikasi lebih lanjut dalam implementasinya terutama
terkait perhitungan margin keuntungan, pengelolaan risiko, dan transparansi. Peraturan Bank Indonesia memberikan
kerangka kerja yang lebih luas terkait dengan pengaturan keuangan syariah, termasuk fintech syariah. Regulasi ini
penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam
layanan keuangan.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyoroti aspek perlindungan konsumen, pengawasan, dan
penegakan hukum dalam industri fintech, termasuk fintech syariah. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan
kesejahteraan konsumen serta menjaga integritas pasar keuangan.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia memerlukan kerja sama antara regulator,
pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting untuk terus mengembangkan kerangka kerja yang
komprehensif dan memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung
pertumbuhan dan keberlanjutan industri fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan yang inklusif dan
berkelanjutan di Indonesia. Penelitian tentang implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia adalah langkah penting
dalam memahami dinamika dan dampak industri ini terhadap ekonomi dan masyarakat. Sejumlah rekomendasi dan
keterbatasan bisa diidentifikasi dari penelitian tersebut. Rekomendasi pertama adalah perlunya pendekatan kolaboratif
antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperbaiki dan memperkuat regulasi fintech syariah.
Hal ini memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan dan keadilan dalam layanan keuangan. Rekomendasi kedua adalah perlunya penelitian yang lebih
mendalam tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman industri terhadap regulasi fintech syariah. Studi ini dapat
membantu mengidentifikasi celah dalam implementasi dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang
bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi praktik bisnis fintech syariah.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan data dan akses
informasi mungkin membatasi kedalaman analisis dan generalisasi hasil penelitian. Kedua, perubahan cepat dalam
teknologi dan kebijakan dapat membuat hasil penelitian menjadi cepat usang atau tidak relevan. Oleh karena itu, perlu
ada upaya untuk memperbarui dan melengkapi penelitian secara berkala.Dengan memperhatikan rekomendasi ini dan
menyadari keterbatasan yang ada, penelitian tentang implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia dapat menjadi
landasan yang kuat untuk pengembangan industri ini menuju arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.
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